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Abstract 

This study examines the differences in the results of education 

development in Indonesia by differentiating these results by region. This is done 

to determine the weaknesses and weaknesses of each region so that subsequent 

development is directed to cover up existing weaknesses. The comparison of the 

regions is carried out by using the different test of the western and eastern 

regions on the performance of education development recorded in Neraca 

Pendidikan Daerah 2018/2019 published by the Ministry of Education and 

Culture. The results of the study note that educational performance in the 

western and eastern regions of Indonesia has a statistically significant difference. 

Especially in performance as measured by pure participation rates and national 

examination results at all levels of education tested. The eastern region has a 

weaker educational performance than the western region of Indonesia. This 

needs to be a concern for the government if it wants to reduce development 

inequality in the education sector. 

Keywords: Education, Regional Education Balance Sheet, Western and 

Eastern Regions of Indonesia  

 

1. Pendahuluan 

Indonesia telah memperkenalkan paket komprehensif reformasi 

pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. 

Komponen utama dari proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung 

jawab atas layanan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah dan sekolah. 

Reformasi ini, ditambah dengan peningkatan investasi pemerintah dalam bidang 

pendidikan telah menghasilkan peningkatan akses pendidikan yang signifikan 

terutama bagi anak-anak miskin. Namun, peningkatan prestasi belajar yang 

dicapai masih belum signifikan dan anak-anak masih meninggalkan sekolah 

dengan keterampilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar 
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tenaga kerja. Seperti halnya sistem pendidikan lain di seluruh dunia, peningkatan 

kualitas pendidikan dasar terus menjadi tantangan utama. 

Sebagian besar pembiayaan publik untuk pendidikan di Indonesia berasal 

dari pemerintah pusat namun dikelola pengalokasiannya di tingkat daerah. 

Proses ini dilakukan dalam rangka desentralisasi, dimana pemerintah pusat 

mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah melalui transfer 

fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari 

pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola 

oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat 

mengalokasikan Rp492 triliun untuk pendidikan pada tahun 2019. Dari jumlah ini, 

Rp52 triliun untuk layanan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag), 

sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

dialokasikan Rp36 triliun. Mayoritas, Rp308 triliun, ditransfer ke pemerintah 

daerah (Peraturan Presiden 107/2017, Peraturan Presiden 129/2018), dan 

sisanya dialokasikan untuk pendidikan tinggi dan belanja pendidikan lainnya. 

Meskipun demikian, proses desentralisasi justru menggarisbawahi lemahnya 

check and balance dalam penyediaan layanan pendidikan. Desentralisasi sangat 

cocok untuk sistem besar seperti Indonesia, namun kabupaten yang kecil 

cenderung memiliki kapasitas rendah untuk mengelola layanan pendidikan 

mereka, hal tersebut berdampak negatif pada efisiensi pengeluaran dan 

pembelajaran siswa (Al-Samarrai 2013, Bank Dunia 2018a). Proses 

desentralisasi juga mengungkapkan sistem check and balance yang lemah 

dalam pemberian layanan pendidikan antara tingkat pusat dan daerah, dan di 

antara tingkat daerah sendiri (Al-Samarrai 2013; Bank Dunia 2017).  

Lemahnya check and balances tersebut dapat mendasari hadirnya 

kesenjangan pendidikan antar wilayah. Hingga kini, pembelajaran berkualitas 

belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah 

sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking skills). Hasil PISA (Program for International Student Assessment) tahun 

2015 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas 

standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di 

kawasan ASEAN. 

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan 

pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap 

dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Informasi tersebut perlu dikaji secara seksama sebagai upaya monitoring atas 

strategi yang telah dilaksanakan. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

rujukan dan bahan evaluasi yang dapat mendukung Sistem Pendidikan Nasional 

serta menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional 

dengan menelaah sebaran indikator pendidikan di Indonesia dan melihat letak 

kesenjangan dalam indikator pembangunan pendidikan. 
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2. Tinjauan Pustaka 

Sistem pendidikan Indonesia sangat kompleks dan sangat besar. Ini 

adalah sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dengan 3,9 persen populasi 

siswa dunia. Sistem formal secara kolektif mempekerjakan 3,3 juta guru yang 

mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga 12 di bawah Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). 

Tambahan 231.446 pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendukung 

pembelajaran awal dari 7,4 juta anak (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019). 

Dan 4.670 institusi pendidikan tinggi menyediakan layanan untuk 8 juta siswa. 

Sistem pelatihan kejuruan non formal terdiri dari lebih dari 40.000 lembaga di 

bawah pengawasan Kemendikbud dan Kementerian Tenaga Kerja, serta 

beberapa kementerian lini (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019).  

Sistem pendidikan tersebut dibiayai dengan 20 persen anggaran negara 

yang merupakan mandat undang-undang. Jika melihat total Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 2.080 triliun, maka 

mandatory spending anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah sekitar 

416,1 triliun. Dan jumlah ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga 

negara (K/L). Anggaran Kemendikbud tahun 2019 adalah sebesar 39,8 triliun. 

Jumlah tersebut terbesar ke-8 diantara 10 kementerian dengan APBN tertinggi. 

Selain itu, anggaran tambahan untuk pendidikan dasar diperoleh dari 

pertambangan minyak bumi sebesar 0,5 persen di daerah yang bersangkutan 

sesuai UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, pasal 20. Pemerintah telah membuat sasaran pendidikan dalam 

Nota Keuangan tahun 2019 ini. Pertama, rehabilitasi ruang belajar yang meliputi 

54.739 ruang (pusat) dan 27.140 ruang (daerah) dengan rincian: SD: 15.420 

ruang, SMP: 8.720 ruang dan SMA: 3.000 ruang. Kedua, tunjangan profesi untuk 

guru (Pegawai Negeri Sipil Daerah) PNSD sebanyak 1,3 juta guru, tunjangan 

khusus guru PNSD khusus sebanyak 41,6 ribu guru, dan tunjangan sertifikasi 

dosen 102,7 ribu dosen. Ketiga, Kartu Indonesia Pintar dengan total 19,7 juta 

siswa, dengan rincian: SD sebesar Rp450 ribu/siswa per tahun, SMP sebesar 

Rp750 ribu/siswa per tahun, SMA-SMK sebesar Rp1 juta/siswa per tahun. 

Keempat, Bantuan Bidik Misi untuk 362,7 ribu mahasiswa, dengan rincian: ke 

Perguruan Tinggi (PT) untuk uang kuliah sebesar Rp2,4 juta/mahasiswa per 

semester, dan ke mahasiswa sebesar Rp3,9 juta/mahasiswa per semester. 

Kelima, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 8,5 juta siswa (pusat) dengan 

rincian: MI sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, dan MTs sebesar Rp1 juta/siswa 

per tahun. Selain itu BOS diperuntukkan 46,2 juta siswa (Daerah), dengan 

rincian: SD/SDLB sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, SMP/SMPLB/SMPT 

sebesar Rp1 juta/siswa per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta/siswa per 

tahun. 

Meski pemerintah telah membuat sasaran pendidikan, dan hal ini telah 

berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya, namun masih banyak persoalan 

umum pendidikan di Indonesia. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan 

hingga kini masih pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. 

Sebagaimana dikutip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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(RPJMN) 2015-2019, tantangan dalam pembangunan pendidikan salah satunya 

adalah menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-

ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin. Tahun 2019 merupakan akhir 

periode RPJMN 2015-2019. Dalam periode pembangunan ini tingkat pendidikan 

masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. 

Kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. 

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar 

wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah belum memadainya 

kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia. 

Dalam kurun waktu 2009-2019, anggaran pendidikan yang sudah 

dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN mencapai Rp3.920,45 triliun. Selama 

periode waktu tersebut, jumlah anggaran pendidikan mengalami tren 

peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mendanai sektor pendidikan dalam 

konteks desentralisasi, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui 

transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan 

berasal dari pemerintah pusat, namun hampir dua pertiga dari pengeluaran 

pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Selain 

itu, pemerintah daerah sendiri wajib mengalokasikan 20 persen dari anggaran 

daerahnya untuk pendidikan. Hal ini menekankan tingginya peran pemerintah 

daerah dalam pembangunan pendidikan. 

Sejalan dengan proses desentralisasi secara keseluruhan, Indonesia 

sejak 1999 telah mendesentralisasi sistem pendidikan sehingga sekarang 

melibatkan banyak aktor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan sekolah (UU 

23/2014 tentang Otonomi Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan 

Keuangan). Implikasi dari otonomi daerah ini adalah bahwa penyediaan 

pendidikan dasar dan menengah dialihkan ke pemerintah daerah di tingkat 

kabupaten. Sementara itu, wewenang pemerintah daerah provinsi diperuntukkan 

bagi pendidikan menengah atas. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hasil 

pembangunan pendidikan akan bergantung pada kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengelola pembangunan pendidikannya. 

Berdasarkan kajian dari World Bank yang mengkaji peran pemerintah 

daerah dalam kinerja pembangunan pendidikan menyatakan bahwa secara 

keseluruhan, keputusan yang dibuat kabupaten tentang pembiayaan pendidikan, 

campuran input pendidikan untuk digunakan dan distribusinya tampaknya sangat 

terkait dengan hasil pendidikan. Misalnya, kabupaten yang memprioritaskan 

layanan pendidikan dan mencurahkan bagian lebih besar dari anggaran mereka 

untuk pendidikan cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik. Kajian ini 

juga menyatakan bahwa kabupaten yang dikelola lebih baik, memiliki proporsi 

sekolah yang lebih besar jumlah guru yang tepat yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.  

Selain itu, kinerja pendidikan lebih tinggi di kabupaten-kabupaten yang 

memiliki upaya lebih besar untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi 

tentang penggunaan sumber daya publik. Hasilnya juga menunjukkan bahwa 

kinerja lebih baik di kabupaten yang mendorong partisipasi yang lebih besar dari 
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pemangku kepentingan utama (misalnya dewan pendidikan lokal) dalam proses 

pengambilan keputusan pendidikan. Kinerja pendidikan juga cenderung lebih 

lemah di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Ini 

menyoroti tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh kabupaten miskin 

dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bahkan setelah 

mengendalikan tata kelola dan keseluruhan ukuran anggaran pemerintah. 

Hasilnya menunjukkan, misalnya, bahwa kabupaten yang lebih miskin cenderung 

memiliki proporsi tenaga pengajar yang lebih kecil untuk didistribusikan sesuai 

dengan standar nasional. Ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi dalam 

mengalokasikan guru ke daerah miskin dan terpencil (lihat misalnya, UNCEN, 

UNIPA et al. 2012).  

Kualitas tata kelola lokal secara keseluruhan juga terkait positif dengan 

rata-rata tingkat partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama tetapi tidak 

signifikan secara statistik. Namun, kabupaten dengan tata kelola keseluruhan 

yang lebih baik tampaknya memiliki hasil ujian nasional yang lebih baik 

dibandingkan dengan kabupaten yang kinerjanya lebih buruk. Transparansi dan 

akuntabilitas kembali menonjol karena memiliki hubungan yang kuat dan positif 

dengan hasil pendidikan. Ketika masing-masing komponen indeks tata kelola 

digunakan dalam analisis, transparansi dan indeks kelonggaran berhubungan 

positif dengan tingkat partisipasi dan nilai ujian. Asosiasi ini juga signifikan secara 

statistik.  

 

3. Metodologi Penelitian 

Studi ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah provinsi dan 

kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri atas 542 pemerintah daerah. Data yang 

diambil merupakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun ajaran 

2018/2019. NPD merupakan data yang menampilkan dan menyajikan potret, 

informasi, kondisi, dan capaian pendidikan di suatu daerah 

(provinsi/kabupaten/kota). Data tersebut diterbitkan oleh Kemendikbud. 

Penelitian ini memberikan gambaran snapshot evaluasi pembangunan 

pendidikan di tahun 2018/2019, 15 tahun sejak UU Sisdiknas diterbitkan. 

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menguji perbedaan 

kondisi pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia dengan beragam kriteria 

yang dimiliki tiap daerah. Kriteria tersebut antara lain: a) daerah 

tertinggal/perbatasan atau tidak; b) kabupaten, kota atau provinsi; dan d) 

kawasan barat Indonesia atau kawasan timur Indonesia. Kriteria ini dipilih untuk 

menunjukkan perbedaan pembangunan pendidikan berdasarkan kondisi 

geografis dan karakter pengelolaan pemerintahan daerah khususnya di bidang 

pendidikan. Kriteria kelima yang juga digunakan adalah pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah yang ditunjukkan dari penerapan mandatory spending 

pendidikan 20 persen dari APBD serta besarnya alokasi anggaran pendidikan 

dibanding dana Transfer ke Daerah. Kriteria ini dipilih untuk menunjukkan 

perbedaan pembangunan pendidikan di daerah sesuai dengan pengelolaan 

keuangannya. 
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Sementara itu, pembangunan pendidikan ditunjukkan dari beberapa 

pencapaian kinerja pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka 

Partisipasi Murni (APM), kondisi ruang kelas, kondisi guru bersertifikat dan 

berijazah D4/S1, rasio guru dan murid, dan hasil ujian nasional (UN). pencapaian 

kinerja yang diukur merupakan pencapaian di level pendidikan Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Pengujian dilakukan dengan uji beda t-test dan deskripsi statistik atas 

sebaran data yang ada. Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua 

sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-

test dilakukan melalui Microsoft Excel dengan cara membandingkan perbedaan 

antara dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan rata-rata dua 

sampel. Sedangkan deskripsi statistik untuk menggambarkan kondisi sebaran 

data demi memahami keadaan pembangunan pendidikan Indonesia. Hasil uji 

beda t-test ini akan digambarkan dari nilai p-value (sig.). Jika nilai p-value/sig. 

kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara sampel yang dibandingkan, 

dan sebaliknya. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Deskriptif Statistik 

Dari pengumpulan data diperoleh 542 pemerintah daerah yang memiliki data 

lengkap yang diperoleh dari NPD. Data tersebut merupakan jumlah seluruh 

pemerintah daerah di Indonesia. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif atas 

data yang diperoleh. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata pemerintah 

daerah hanya menganggarkan 12,59 persen dari APBD-nya untuk pendidikan 

di daerahnya. Angka tersebut di luar jumlah transfer ke daerah dari pemerintah 

pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mematuhi amanat 

UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mengharuskan agar pemerintah daerah 

mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan. 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Indonesia 

 

Sumber: data diolah 

Untuk melihat kondisi pendidikan Indonesia sesungguhnya perlu 

membandingkan data keseluruhan dengan data per kawasan. Seperti 

disampaikan sebelumnya pembagian kawasan akan dilakukan dengan 

membagi wilayah Indonesia menjadi kawasan barat dan timur. Kawasan barat 

meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Kawasan timur terdiri atas 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Pembedaan ini 

menghasilkan 293 pemerintah daerah di kawasan barat dan 249 pemerintah 

daerah di kawasan timur. Pemerintah daerah ini terdiri dari pemerintah provinsi, 

kabupaten dan kota. Di dalam kawasan tersebut terdapat pula daerah 

tertinggal dan daerah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan yang 

lemah dibanding daerah lainnya. Selain itu, masing-masing daerah memiliki 
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kondisi pengelolaan keuangan khususnya di bidang pendidikan yang berbeda 

pula. Terdapat daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 

sesuai dengan UU Sisdiknas, 20 persen dari APBD, namun banyak pula 

daerah yang tidak mengalokasikan sejumlah tersebut. 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Barat Indonesia 

 

Sumber: data diolah 

Dengan membandingkan hasil di Tabel 1 dan Tabel 2, diketahui bahwa nilai 

rata-rata untuk seluruh indikator pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah di 

kawasan barat Indonesia memiliki angka yang lebih tinggi dari rata-rata 

nasional. Sebaliknya, kondisi di kawasan timur Indonesia (Tabel 3) memiliki 

angka rata-rata indikator pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. 

Hal ini berarti kondisi pendidikan di kawasan timur Indonesia masih tertinggal 

dari kawasan barat. Dilihat dari fasilitas pendidikan dan kualitas pengajar, 

kawasan timur memiliki kondisi yang lebih lemah daripada kawasan barat. Hal 

ini dapat memengaruhi pencapaian indikator pendidikan seperti APK/APM dan 
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hasil ujian nasional, dimana kawasan timur memiliki pencapaian yang lebih 

rendah dari kawasan barat. 

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Timur Indonesia 

 

Sumber: data diolah 

4.2. Hasil Pengujian Empiris 

Seperti disampaikan sebelumnya, diperoleh 293 pemerintah daerah di 

kawasan barat dan 249 pemerintah daerah di kawasan timur. Dari hasil uji 

beda atas wilayah kawasan barat dan timur Indonesia, kedua wilayah memiliki 

banyak perbedaan yang signifikan secara statistik dalam indikator 

pendidikannya (Tabel 4). Hal ini menandakan bahwa kondisi di timur Indonesia 

lebih lemah daripada kondisi di kawasan barat (p-value/sig. > 0,05). Namun 

pembandingan ini belum memisahkan daerah yang tertinggal dan daerah 

perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan jauh lebih rendah dari daerah 

sekitarnya. Secara rinci, indikator pendidikan yang tidak memiliki perbedaan 

signifikan hanya APK SD (sig. 0,2990 > 0,05). Hal ini perlu menjadi perhatian 
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pemerintah dalam memfokuskan pembangunan pendidikan. Perhatian ini tidak 

hanya dalam pengalokasian anggaran, namun juga pengawasan pelaksanaan 

pembangunan pendidikan, seperti penyediaan ruang kelas yang layak serta 

guru berijazah sarjana dan bersertifikat di kawasan timur Indonesia. 

Beberapa indikator seperti persentase jumlah ruang kelas rusak berat memiliki 

t-hitung dengan nilai negatif. Hal ini menandakan bahwa kondisi di wilayah 

timur mayoritas memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibanding kawasan 

barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dalam 

memusatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah timur. Meskipun 

perbedaannya tidak signifikan namun hal ini cukup menjadi alasan bagi 

pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus dalam pembangunan 

infrastruktur pendidikan khususnya ruang kelas untuk mengurangi persentase 

jumlah ruang kelas rusak, hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan 

mengalokasikan dana transfer ke daerah pendidikan lebih banyak namun 

mengalokasikan anggaran langsung dari pusat untuk pembiayaan 

pembangunan ruang kelas juga mengawasi pelaksanaan pembangunannya. 

Tabel 4. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: 

Two-Sample Assuming Equal Variances 

 

Sumber: data diolah 

Dengan memisahkan daerah tertinggal dan perbatasan, diperoleh hasil uji beda 

seperti disajikan di Tabel 5. Pemisahan daerah tertinggal dan perbatasan ini 

penting untuk dapat membandingkan pemerintah daerah yang memiliki fase 

pembangunan yang kurang lebih serupa. Pemisahan tersebut menghasilkan 
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jumlah sampel yang diuji sebanyak 260 pemerintah daerah di kawasan barat 

Indonesia dan 139 pemerintah daerah di kawasan timur. Hasil uji beda t-test 

untuk kawasan barat dan timur Indonesia tanpa daerah tertinggal dan 

perbatasan menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil 

sebelumnya, dimana terdapat perbedaan yang signifikan dalam indikator 

pendidikan untuk kedua kawasan tersebut. 

Tabel 5. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: 

Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan 

Perbatasan 

 

Sumber: data diolah 

Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa kinerja pendidikan yang diukur dengan angka 

partisipasi kasar di jenjang PAUD dan SMP memiliki perbedaan yang signifikan 

(sig. < 0,05) antara kedua kawasan). Sementara itu, untuk APK jenjang SD dan 

SMA tidak terdapat perbedaan yang signifikan (sig. > 0,05). Untuk APM di 

ketiga jenjang pendidikan memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan 

barat dan timur Indonesia. Hasil pendidikan yang diukur melalui hasil Ujian 

Nasional (UN) juga menunjukkan hal yang sama, dimana kawasan barat 

memiliki hasil yang lebih baik daripada kawasan timur. Hal ini dapat dipahami 

karena sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tersebut juga 

memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa 

wilayah barat Indonesia memiliki riwayat pembangunan yang lebih cepat 

dibandingkan wilayah timur. Di bidang pendidikan terlihat dengan sedikitnya 

jumlah ruang kelas yang rusak berat dan banyaknya pengajar berkualitas di 

wilayah tersebut. Hadirnya sumber daya pendidikan yang lebih baik ini terlihat 
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dari nilai signifikansi dalam uji t di atas, dimana untuk jenjang pendidikan dasar, 

SD dan SMP, terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini perlu menjadi sinyal 

bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya utamanya dengan beralih 

ke wilayah timur sebagai fokus pembangunan. Hingga kini, pembangunan di 

wilayah timur masih sporadis, hanya untuk wilayah tertentu saja, seperti Papua 

dan Papua Barat, namun hasilnya hingga kini masih belum terlihat. 

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar anggaran pendidikan 

Indonesia terdiri dari transfer fiskal ke sekolah dan ke pemerintah daerah. 

Sesuai amanat konstitusi, 20 persen belanja pendidikan dari nilai total belanja 

yang dianggarkan tidak hanya berlaku di pusat saja. Di daerah juga diterapkan 

amanat tersebut. Namun berdasarkan penelusuran data Neraca Pendidikan 

Daerah (Kemendikbud) dari tahun 2015 hingga 2019, belanja pendidikan 

daerah meskipun mencapai batas amanat konstitusi atau bahkan melebihi, nilai 

belanja pendidikan tersebut masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dari 

pusat. Gambar 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum 

mengutamakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Hanya sebagian kecil 

pemerintah daerah (25 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di 

tahun 2019) yang mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari 

APBD tanpa mengandalkan transfer ke daerah. Jumlah pemerintah daerah 

yang mematuhi amanat tersebut pun tiap tahun bervariasi, artinya pendidikan 

masih belum menjadi misi utama daerah dalam pembangunan1. Selain itu, 

terdapat bukti bahwa dana yang dimaksudkan untuk pendidikan kadang-

kadang dialihkan ke prioritas lokal lain atau dibelanjakan secara tidak efektif 

(Suryadarma 2012, Al-Samarrai dan Cedran-Infantes 2013). Dalam mengatasi 

hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kapasitas 

sumber daya manusia dari dinas pendidikan dan sekolah serta pemerintah 

daerah, terutama di daerah-daerah tertinggal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Dari data tahun 2019 juga diketahui bahwa daerah yang memenuhi mandatory spending 
pendidikan tanpa bergantung pada transfer ke daerah tersebut merupakan daerah di wilayah 
Kawasan Barat Indonesia, yaitu: Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Riau; 
Kab. Mandailing Natal; Kab. Limapuluh Kota; Kota Padang; Kota Dumai; Kab. Lahat; Kota 
Palembang; Kab. Banyuasin; Kab. Ogan Ilir; Kab. OKU Timur; Kab. Bekasi; Kab. Subang; Kab. 
Tasikmalaya; Kota Bandung; Kab. Blora; Kab. Klaten; Kab. Wonogiri; Kota Yogyakarta; Kab. 
Banyuwangi; Kab. Nganjuk; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang; Kota Tangerang. Hal ini berarti 
Kawasan Timur Indonesia belum memenuhi amanat tersebut, sehingga wajar jika pembangunan 
pendidikan juga mengalami ketimpangan antar kawasan. 
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Gambar 1. Sebaran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Mandatory 

Spending Pendidikan, 2015-2019 

 

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Kondisi lemahnya pemenuhan mandatory spending di daerah ini merupakan 

bukti lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan. Hal ini berdampak pada 

kualitas layanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah dan akhirnya 

berdampak pada kualitas hasil pembelajaran. Dengan sedikitnya sampel 

pemerintah daerah yang memenuhi mandatory spending pendidikan maka 

pembandingan kualitas layanan dan hasil pendidikan di kawasan barat dan 

timur Indonesia dialihkan pada pembandingan daerah yang memiliki nilai 

anggaran belanja pendidikan yang bersumber dari APBD lebih besar dari 

belanja pendidikan dari transfer ke daerah bidang pendidikan. Kriteria ini dipilih 

karena dapat menunjukkan kemandirian dan kepedulian pemerintah daerah 

terhadap pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang.  

Dari hasil uji t, daerah dengan anggaran pendidikan dalam APBD lebih tinggi 

dari transfer ke daerah memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan 

barat dan timur Indonesia. Perbedaan rata-rata tersebut terutama di indikator 

APM SD, APM SMP, APM SMA, persentase jumlah guru berijazah untuk 

jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA, persentase jumlah guru bersertifikat untuk 

jenjang PAUD, SD, dan SMP, rasio guru dan murid di semua jenjang 

pendidikan, dan hasil UN SMP, SMA, dan SMK. Indikator tersebut 

menunjukkan angka signifikansi yang kurang dari nilai alpha 0,05. Hasil ini 

tidak jauh berbeda dari uji t sebelumnya, yang menunjukkan terdapat gap yang 

signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia dalam hal pembangunan 

pendidikan. 

Dengan hasil tersebut maka perlu kebijakan dari pemerintah untuk 

memusatkan pembangunan pendidikan di kawasan timur Indonesia. 

Penerapan pengawasan pengelolaan keuangan di bidang pendidikan perlu 

diperkuat untuk memastikan agar pemerintah daerah melakukan belanja yang 

efektif. Hadirnya reward/punishment bagi pemerintah yang memenuhi amanat 
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UU Sisdiknas dalam memenuhi belanja wajib pendidikan perlu ditegakkan agar 

pembangunan pendidikan jadi optimal.  

Tabel 6. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: 

Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan 

Perbatasan dengan Pengalokasian Anggaran Pendidikan Daerah Melebihi 

Transfer ke Daerah 

 

Sumber: data diolah 

 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini menguji perbedaan kinerja indikator pendidikan nasional di 

kawasan barat dan timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kawasan barat Indonesia memiliki hasil pembangunan pendidikan yang lebih 

maju dibanding kawasan timur Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa indikator 

seperti APM, persentase jumlah guru berijazah D4/S1, dan persentase jumlah 

guru bersertifikat, rasio guru dan murid serta hasil ujian nasional. Perbedaan ini 

terjadi di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perbandingan 

juga dilakukan dengan menggunakan kriteria keuangan berupa pengalokasian 

anggaran pendidikan daerah yang lebih tinggi dari anggaran transfer ke daerah 

dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Hasil perbandingan tersebut 

menunjukkan hasil yang serupa, bahwa kawasan barat memiliki pembangunan 

pendidikan yang lebih unggul daripada kawasan timur Indonesia. 
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5.2. Saran  

Untuk mencapai potensi pendidikannya, Indonesia perlu meningkatkan 

lingkungan belajar dan mengajar, manajemen sekolah, dan koordinasi lintas 

tingkat pemerintahan. Desentralisasi telah menciptakan tantangan besar terkait 

dengan kapasitas, serta sistem lemahnya check and balances dalam 

pemberian layanan pendidikan. 

Solusi praktis untuk masalah ini diperlukan agar sistem pendidikan Indonesia 

bergerak maju. Ini termasuk hanya memilih kandidat dengan kualitas tertinggi 

untuk menjadi guru, mengarahkan sekolah, kabupaten dan provinsi untuk 

merencanakan dan menganggarkan secara efisien untuk mencapai standar 

nasional dalam pendidikan, dan memberikan program efektif dukungan teknis 

bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan pembelajaran siswa.  
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